WALIKOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR * 9 TAHWN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BALIKPAPAN,

a.bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas

1.

pengelolaan keuangan daerah serta untuk melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
perlu mengubah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor
2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerabh;

bahwa untuk maksud sebagaimana dalam huruf a perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH  TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagali
berikut:

Pasal 8

(1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2 Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

menyiapkan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh

bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

f.  mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam

pelaksanaan APBD;

menyimpan uang daerah;

melaksanakan penempatan wuang daerah dan mengelola/

menatausahakan investasi daerah;

I. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
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J. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah;

k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan

l. melakukan penagihan piutang daerah.

) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
BUD.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 9

KD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD
tuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

melaksanakan pengelolaan penerimaan daerah;

.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama

pemerintah daerah;
melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi keuangan daerah; dan

g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan

barang milik daerah.

Ketentuan Pasal 10 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat

)

@)

@)

sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf ¢ mempunyai

tugas:

a. menyusun RKA-SKPD,;

b. menyusun DPA-SKPD;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya,;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan penerimaan pajak dan bukan pajak;

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam
batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani SPM;

i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPKD
yang dipimpinnya;

J. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi
tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vyang

dipimpinnya,;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota; dan

n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak
sebagai Pejabat pembuat Komitmen sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang pengadaaan barang/jasa pemerintah.
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Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

@)

@

©)

4)

Pasal 30

Pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang ditransfer langsung ke
kas daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang
sah dianggarkan pada SKPKD.

Pendapatan daerah yang penerimaanya melalui dana transfer langsung
ke kas daerah, dianggarkan pada SKPKD/PPKD.

Retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar
rupiah, pendapatan dari penyelanggaraan pendidikan dan pelatihan,
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil
pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak
dipisahkan yang dibawah penguasaan pengguna anggaran/pengguna
barang dianggarkan pada SKPD.

Pendapatan daerah yang penerimaannya dipungut melalui bendahara
penerimaan dan disetor ke kas daerah, yang dibawah penguasaan
pengguna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal
45 berbunyi sebagai berikut:

@)

)

©)

©

Pasal 45

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
kelompok/anggota masyarakat.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara
selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan
peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak
mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib
dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Dihapus

Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f
digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan  provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.



7. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, serta ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g
digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari provinsi ke pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya, atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah
daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan
kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

(2 Dihapus
(3) Dihapus

(4) Dihapus

8. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf
b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang
nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam
melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk
barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau
pihak ketiga.

(2 Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi
asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/ gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian Kkerja, pakaian
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas
pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa
konsultansi, lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya
yang sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

9. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
54A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dapat mengikat dana
anggaran:
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun
jamak sesuai peraturan perundang-undangan.
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(2) Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
harus memenuhi kriteria sekurang-kurangnya:

a. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus
tetap Dberlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis
laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, layanan
pembuangan sampah dan pengadaan jasa cleaning service.

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berdasarkan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota
kesepakatan bersama antara Walikota dan DPRD.

(4) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan
KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan
tahun jamak.

(5) Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sekurang-kurangnya memuat:
a. nama kegiatan;
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
c. jumlah anggaran; dan
d. alokasi anggaran per tahun.

(6) Jangka waktu penganggaran Kkegiatan tahun jamak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
W alikota berakhir.

Ketentuan Pasal 71 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat
(9), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen Kkas
dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas)
bulan.

(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12
(dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian
surat utang negara (SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat
perbendaharaan negara (SPN).

(3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi
permanen dan non permanen.

(4) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka
mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga
untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha,
surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga
hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak
dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka
pendek.
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(®) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan
untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk
diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah
dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset
daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha
lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah
daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

(6) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan
untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk
diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau
surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai
dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah
dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti bantuan
modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok
masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan
menengah.

(7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila
jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah
tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-
tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri
sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah
tentang penyertaan modal.

(9 Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan
modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan
peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Ketentuan Pasal 76 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga
Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

(1) Penyelenggaraan wurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan provinsi yang penugasannya
dilimpahkan kepada kabupaten/kota, didanai dari dan atas beban
APBD provinsi.

(4) Penyelenggaraan wurusan pemerintahan Kkota yang penugasannya
dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas beban APBD kota.

Ketentuan Pasal 84 huruf b diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 84

Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disusun
dengan tahapan sebagai berikut:
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a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang
disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang
tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan

c. menyusun prioritas dan plafon anggaran sementara untuk masing-
masing program/kegiatan.

Ketentuan Pasal 99 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 99

(1) Rancangan peraturan walikota tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang
terdiri dari:

a. ringkasan penjabaran APBD;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2 Rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD memuat
penjelasan sebagai berikut:

a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;

b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja yang bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, sumber
pendanaannya dicantumkan dalam kolom penjelasan; dan

c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, dan sumber
penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan
dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran
pembiayaan.

Ketentuan Pasal 104 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal
104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
103 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Walikota
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Walikota
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2
merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup dalam
tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja
barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat
antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga.
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17.

18.

Ketentuan Pasal 116 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 116

Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 115 ayat (3) berlaku ketentuan Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91,
Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.

Ketentuan Pasal 122 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 122
(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(2 DPA-SKPD memuat program/kegiatan.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung:

a. pendapatan daerah yang penerimaanya melalui dana transfer
langsung ke kas daerah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak
terduga;

c. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Ketentuan Pasal 132 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 132 berbunyi sebagali
berikut:
Pasal 132

(1) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal
45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan
W alikota.

(2 Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan Kkeuangan
bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang
diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaannya kepada Walikota.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 133 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagali
berikut:

Pasal 133

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan
dalam APBD wuntuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan
bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas
kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan diberitahukan
kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan
dimaksud ditetapkan.



(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari
instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan
efektifltas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.

(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib
menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung
dan walikota.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

19. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 157

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156
ayat (1) berlaku ketentuan dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91,
Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.

20. Ketentuan Pasal 158 ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (2) dan ayat
(3), sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1)
dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja
program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

(2 Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam
format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA-SKPD).

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja serta pembiayaan
baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah perubahan.

21. Ketentuan Pasal 159 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagali
berikut:

Pasal 159

(1) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) huruf b
serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar
rincian obyek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

(2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan
dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan
dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
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(4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang
penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya
dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan
APBD.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah
tentang APBD.

(6) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Perubahan APBD.

(7) Ketentuan mengenai tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

22. Ketentuan Pasal 161 ayat (8) diubah, sehingga Pasal 161 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 161

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1)

huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya,;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(20 Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja
tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target
kinerja program dan Kkegiatan lainnya dalam tahun anggaran
berjalan; dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja
untuk keperluan mendesak yang Kkriterianya ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.
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(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9 Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan
APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.

(10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk
dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh
persetujuan sekretaris daerah.

(11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan
darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih
dahulu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

23. Ketentuan Pasal 172 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 172 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 172

(1) Tata cara evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan daerah dan Peraturan
Walikota berlaku ketentuan dalam Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4).

(2 Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

(3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Walikota dan DPRD,
dan Walikota tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota, Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Walikota dimaksud, sekaligus menyatakan tidak diperkenankan
melakukan Perubahan APBD dan tetap berlaku APBD tahun anggaran
berjalan.

(4) Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta pernyataan
berlakunya APBD tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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24.

25.

Ketentuan Pasal 181 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 181
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan,
belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
a. potongan Taspen,;

potongan Askes (BPJS);

potongan PPh;

potongan PPN;

penerimaan titipan uang muka;

penerimaan uang jaminan; dan

penerimaan lainnya yang sejenis.

Q@ o 00 o

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
penyetoran Taspen;

penyetoran Askes (BPJS);

penyetoran PPh;

penyetoran PPN;

pengembalian titipan uang muka;

pengembalian uang jaminan; dan

g. pengeluaran lainnya yang sejenis.

hDoD OO0 oo

(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan
sebagai penerimaan perhitungan fihak ketiga.

(5) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

(6) Informasi penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non
anggaran.

(7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan.

(8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 187 ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal
187 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

(1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang
menjadi tanggung jawabnya.

(2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan:

. buku penerimaan dan penyetoran;

b. buku register STS;

c. buku pembantu per rincian obyek; dan

d. buku rekapitulasi penerimaan harian.

fob)
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26.

(3) Bendahara penerimaan dalam melakukan penatausahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menggunakan:

surat ketetapan pajak daerah;

surat ketetapan retribusi daerah;

surat tanda setoran;

Nota Kredit;

surat tanda bukti pembayaran; dan

bukti penerimaan lainnya yang sah.

SO0 o

(4) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(5) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.

(6) Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) dilampiri dengan:
a. buku penerimaan dan penyetoran;
b. buku register STS;
c. buku pembantu per rincian obyek; dan
d. bukti rekapitulasi penerimaan harian.

(7) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

(8) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan.

(9) Mekanisme dan tata cara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 188 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal
188 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 188

(1) Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan
kondisi geografis wajib pajak daerah dan/atau wajib retribusi daerah
tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan,
lembaga keuangan atau kantor pos yang bertugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan, dapat ditunjuk
bendahara penerimaan pembantu.

(2 Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan:
a. buku pembantu penerimaan dan penyetoran;
b. buku pembantu register STS;
c. buku pembantu per rincian obyek; dan
d. buku pembantu rekapitulasi penerimaan harian.

14



27.

28.

(4) Bendahara penerimaan pembantu dalam melakukan penatausahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:
a. surat ketetapan pajak daerah;

surat ketetapan retribusi daerah;

surat tanda setoran;

surat tanda bukti pembayaran; dan

bukti penerimaan yang sah dan lengkap.
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(5) Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling
lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

(6) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5
melakukan verifikasi, evaluasi  dan analisis  atas laporan
pertanggungjawaban penerimaan.

Ketentuan Pasal 195 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 195 berbunyi sebagali
berikut:

Pasal 195

(1) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1), bendahara
pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.

(2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);
b. SPP Ganti Uang (SPP-GU);
c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf
c dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai
dengan jenis belanja.

Ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 205
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 205

(1) Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup:
a. Buku Kas Umum (BKU);
b. Buku Pembantu BKU sesuai dengan kebutuhan seperti:
1. Buku Pembantu Kas Tunai;
Buku Pembantu Simpanan/Bank;
Buku Pembantu Panjar;
Buku Pembantu Pajak;
Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja; dan
6. Register SPP, SPM dan SP2D.

(2 Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran
untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan.

ko

(3) Buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2,
angka 3, angka 4 dan angka 5 dapat dikerjakan oleh pembantu
bendahara pengeluaran.

(4 Dokumen yang digunakan oleh PPK-SKPD dalam menatausahakan
penerbitan SPP mencakup register SPP-UP/GU/TUJ/LS.
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29.

30.

31.

Diantara Pasal 221 dan Pasal 222 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal
221A, sehingga Pasal 221A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221A

Dalam hal bendahara pengeluaran berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeluaran
yang bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk pejabat bendahara pengeluaran dan diadakan berita
acara serah terima;

c. apabila bendahara pengeluaran melampaui batas 3 (tiga) bulan belum
juga dapat melaksanakan tugas, maka dianggap yang bersangkutan
telah mengundurkan diri atau berhenti dari jabatan sebagai bendahara
pengeluaran dan oleh karena itu segera diusulkan penggantinya.

Ketentuan Pasal 225 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ayat (5) dan
ayat (6) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

(1) Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem
akuntansi pemerintahan daerah.

(2 Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok
pengelolaan keuangan daerah.

(3) Sistem akuntansi pemerintah daerah memuat pilihan prosedur mulai
dari proses dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi
transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar,
penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan.

(4) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri atas:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(5) Dihapus

hD OO T

(6) Dihapus

Ketentuan Pasal 226 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 4 (empat) ayat baru
yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 226 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 226

(1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
d. prosedur akuntansi selain kas.
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32.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. sistem akuntansi PPKD;
b. sistem akuntansi SKPD.

(3) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO (pendapatan-Laporan Operasional), beban, pendapatan-
LRA (pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran), belanja, transfer,
pembiayaan asset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,
penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan
keuangan konsolidasi pemerintah daerah.

(4) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas
pendapatan-LO (pendapatan-Laporan operasional), beban, pendapatan-
LRA (pendapatan-Laporan Realisasi Anggaran), belanja, aset, kewajiban,
ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan
SKPD.

(5) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern
sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar
akuntansi pemerintahan.

(6) Ketentuan mengenai Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 228 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat
ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 228 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

(1) Bagan Akun Standar merupakan pedoman bagin pemerintah daerah
dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur
laporan keuangan secara lengkap.

(2 Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada
buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada
laporan keuangan.

(3 Bagan Akun Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci
sebagai berikut:
a. level 1 (satu) menunjukan kode akun;

level 2 (dua) menunjukan kode kelompok;

level 3 (tiga) menunjukan kode jenis;

level 4 (empat) menunjukan kode obyek; dan

level 5 (lima) menunjukan kode rincian obyek.
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(4) Kode Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. akun 1 (satu) menunjukan aset;
b. akun 2 (dua) menunjukan kewajiban;
c. akun 3 (tiga) menunjukan ekuitas;
d. akun 4 (empat) menunjukan pendapatan-LRA (pendapatan-Laporan
Realisasi Anggaran);
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33.

34.

akun 5 (lima) menunjukan belanja;

akun 6 (enam) menunjukan transfer;

akun 7 (tujuh) menunjukan pembiayaan;

akun 8 (delapan) menunjukan pendapatan-LO (pendapatan-Laporan
Operasional); dan

i. akun 9 (sembilan) menunjukan beban.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bagan Akun Standar sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 232 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah
serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

(1) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri atas:
a. kebijakan akuntansi pelaporan keuangan;
b. kebijakan akuntansi akun.

(2) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a memuat penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan
yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

(3) Kebijakan akuntansi akun sebagaimana dimaksu pada ayat (1) huruf b
mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau
pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan pedoman standar
akuntansi pemerintahan atas:

a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam standar
akuntansi pemerintahan; dan

b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam standar
akuntansi pemerintahan.

(4) Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berlaku pada entitas akuntansi dan entitas pelaporan
pemerintahan daerah.

(5) Ketentuan mengenai  kebijakan akuntansi pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Ketentuan Pasal 251 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 251 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 251

(1) SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD secara periodik yang meliputi:
a. laporan realisasi anggaran SKPD;
b. neraca SKPD;
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas;
e. catatan atas laporan keuangan SKPD.

(2 Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan
peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi
pemerintahan.
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35. Ketentuan Pasal 274 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 274 berbunyi sebagali

36.

berikut:
Pasal 274

(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat
(1) disampaikan kepada walikota melalui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

(3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari:
a. laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan operasional;

laporan perubahan ekuitas; dan

e. catatan atas laporan keuangan.

oo o

(4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi
pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 275 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 275 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 275

(1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 274 ayat (3) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

(2) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada walikota melalui sekretaris daerah selaku
koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

neraca;

laporan operasional;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

0o o0 o

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang
standar akuntansi pemerintahan.

(5) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan
keuangan BUM D/perusahaan daerabh.
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37.

38.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban
walikota dan laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(7) Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
mengenai laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(8) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan walikota yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Ketentuan Pasal 300 ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus,
sehingga Pasal 300 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 300

(1) Walikota dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang
tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan
pelayanan umum dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

(2 Dihapus

(3) Dihapus

Diantara Bab XIV dan Bab XV disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XIVA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIVA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
Pasal 301A

(1) Sekolah selain mendapat biaya operasional sekolah dari Pemerintah juga
mendapat biaya operasional dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme biaya operasional sekolah
dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 30IB

(1) Dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah negeri dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan.

(2 Dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah swasta dianggarkan
padajenis belanja hibah.
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(3) RKA-SKPD untuk program dan kegiatan dana bantuan operasional
sekolah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
sekolah dan diverifikasi oleh SKPD Pendidikan.

(4 RKA-PPKD untuk hibah dana bantuan operasional sekolah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh PPKD.

Pasal 301C

(1) Penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah bagi sekolah negeri
dilakukan sesuai dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan melalui rekening masing-masing sekolah.

(2) Penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah bagi sekolah
swasta dilakukan setiap triwulan oleh BUD melalui rekening masing-
masing sekolah.

(3) Penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) triwulan berikutnya dapat diberikan setelah
penyampaian laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah
daerah triwulan sebelumnya.

Pasal 301D

(1) Penyaluran dana bantuan operasional sekolah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 301C ayat (2) didasarkan atas naskah perjanjian
hibah daerah.

(2 Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani bersama antara Walikota dengan Kepala Sekolah Swasta.

(3) Dalam rangka percepatan penyaluran dana hibah, PPKD atas nama
Walikota dapat menandatangani naskah perjanjian hibah.

(4) Naskah perjanjian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai tahapan untuk keperluan 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 30IE

(1) Kepala Sekolah Negeri menyampaikan laporan penggunaan dana
bantuan operasional sekolah daerah setiap bulan paling lambat tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri bukti-bukti pengeluaran
yang sah dan lengkap.

(3) Laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran setelah diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan
SKPD Pendidikan.
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(4) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab
atas penggunaan dana bantuan operasional sekolah daerah yang
diterima.

Pasal 301IF

Tata cara pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah daerah
yang diterima oleh sekolah swasta diatur dalam naskah perjanjian hibah
daerah.

39. Ketentuan Pasal 302 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 302 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 302

(1) Berdasarkan peraturan daerah ini, walikota menetapkan peraturan
walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

(2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan,
penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah.

(3) Peraturan Walikota tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memuat tata cara
penunjukan pejabat yang diberi wewenang BUD, kuasa BUD, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/penerimaan
pembantu, dan bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu
berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Pasal 207 ayat (3),
Pasal 212 ayat (8) dan Pasal 221.

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal : 29 April 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI
Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 30 April 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 9
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Salman sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAIUD RVRADI
NIP 19610806 ~99003 : 004



